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ABSTRAK

TANGGUNG JAWAB HUKUM PETUGAS BALAI PEMASYARAKATAN
KOTA PALEMBANG TERHADAP NARAPIDANA YANG KEMBALI
MELAKUKAN TINDAK PIDANA SELAMA MENJALANI
PROGRAM ASIMILASI

RIZKY DERMAWAN

Asimilasi adalah program untuk narapidana yang bertujuan agar napi tersebut dapat
berbaur kembali di tengah-tengah masyarakat setelah bebas. Para narapidana
setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan ada yang tidak jera akan tetapi tetap
mengulangi perbuatannya, bahkan dilakukan dengan menggunakan ilmu baru yang
didapat dari lembaga pemasyarakatan tersebut. Balai pemasyarakatan sendiri
tentunya juga bertanggung jawab akan pemberian program yang tidak sesuai
dengan peraturan yang telah ditetapkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
dan menganalisis tanggung jawab hukum petugas Balai Pemasyarakatan terhadap
narapidana yang kembali melakukan tindak pidana selama menjalani program
Asimilasi, serta untuk memahami dan meneliti bentuk pengawasan yang dapat
dilakukan oleh Badan Pemasyarakatan kota Palembang selama Narapidana
menjalani program Asimilasi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian
hukum empiris dengan cara melakukan penelitian langsung di lokasi penelitian.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban petugas Balai
Pemasyarakatan Kota Palembang terhadap narapidana yang kembali melakukan
tindak pidana selama menjalani program asimilasi adalah bertanggung jawab
memproses pembuatan laporan pelanggaran guna mencabut surat keputusan
asimilasi. Petugas Balai Pemasyarakatan Kota Palembang atau Pembimbing
Kemasyarakatan (PK) bertanggung jawab dalam tindakan hukum dan administrasi.
Petugas Bapas melakukan penarikan sementara yaitu berkoordinasi dengan pihak
kepolisian untuk mengamankan narapidana. Petugas Bapas tidak dapat dipidana
atas kejahatan baru yang dilakukan narapidana, sepanjang petugas telah
menjalankan tugas pengawasan sesuai SOP. Bentuk Pengawasan Badan
Pemasyarakatan Kota Palembang Selama Narapidana Menjalani Program Asimilasi
adalah melakukan monitoring terhadap klien yang mendapat program asimilasi
secara berkala. Monitoring klien narapidana asimilasi bertujuan untuk memastikan
klien mematuhi hukum dan berhasil berintegrasi kembali ke masyarakat. Metode
monitoring yang diterapkan adalah wajib lapor rutin yaitu klien wajib melapor ke
Balai Pemasyarakatan Kota Palembang sebanyak 1 (satu) kali setiap bulan untuk
memantau keadaan klien. Disarankan dalam penerapan prosedur program asimilasi
di Balai Pemasyarakatan Kota Palembang harus berpedoman pada Peraturan
Menteri Hukum dan HAM RI No. 7 tahun 2022. Oleh sebab itu, pihak Bapas
disarankan untuk menerapkan ketentuan tersebut dalam pelaksanaannya.

Kata Kunci: Tanggung Jawab, Balai Pemasyarakatan, Narapidana Asimilasi
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ABSTRACT

LEGAL LIABILITY OF PALEMBANG CORRECTIONAL BOARD
OFFICERS TOWARD INMATES WHO REOFFEND DURING THE
ASSIMILATION PROGRAM

RIZKY DERMAWAN

Assimilation is a program for inmates aimed at reintegrating them into society upon
release. After being released from the Correctional Institution, some inmates are not
deterred and instead repeat their crimes, occasionally employing new skills acquired
within the correctional facility. The Correctional Board (Bapas) itself is legally
responsible if the program is granted in violation of established regulations. This
study aims to determine and analyze the legal liability of Correctional Board
officers toward inmates who reoffend during the assimilation program. It also
examines the forms of supervision implemented by the Palembang Correctional
Board during this period. The research method applied is empirical legal research,
conducted through direct field study at the research site. The results indicate that
the liability of Palembang Correctional Board officers toward inmates who reoffend
during assimilation involves processing violation reports to revoke the assimilation
decree. Palembang Correctional Board officers, specifically Correctional Advisors
(PK), hold legal and administrative responsibilities. Officers execute a temporary
withdrawal by coordinating with the police to secure the inmate. Crucially, Bapas
officers cannot be held criminally liable for new crimes committed by inmates,
provided that the officers executed their supervisory duties in accordance with the
Standard Operating Procedures (SOP). Furthermore, supervision by the Palembang
Correctional Board during the assimilation program involves periodic monitoring
of the clients. This monitoring ensures that clients comply with the law and
successfully reintegrate into society. The applied monitoring method requires
mandatory routine reporting, where clients must report to the Palembang
Correctional Board once a month to monitor their progress. It is recommended that
the implementation of assimilation program procedures at the Palembang
Correctional Board strictly adhere to the Regulation of the Minister of Law and
Human Rights of the Republic of Indonesia Number 7 of 2022. Therefore, Bapas is
advised to consistently enforce these provisions in practice.

Keywords: Liability, Correctional Board, Assimilation Inmates
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemasyarakatan dalam sistemnya merupakan bagian yang sangat penting
dalam proses pembagunan hukum pidana di bidang pelaksana, maka itu
pelaksanaanya tidak bisa dipisahkan dalam konsep umum mengenai sistem
pemidanaan di Indonesia. Pemasyarakatan dalam sistemnya melakukan kegiatan
pembinaan narapidana yang dilakukan secara bersamaan dengan melibatkan
petugas yang membina, narapidana yang dibina serta masyarakata sebagai
pendukung proses pembinaan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas
narapidana supaya bisa memperbaiki diri, menyadari kesalahannya, dan yang utama
tidak melakukan tindak pidana kembali sehingga bisa dapat kembali ke lingkungan
masyarakat dan diterima baik di lingkungannya serta bisa bertanggung jawab atas
diri sendiri.!

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang
Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan) menyatakan bahwa sistem pemasyarakatan
diselenggarakan dalam rangka memberikan jaminan pelindungan terhadap hak
Tahanan dan Anak serta meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian

Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi

! Fahressy dan Subroto. Pelaksanaan Pemberian Asimilasi Dalam Upaya Mengurangi
Over Kapasitas di Dalam Lapas. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 2 (Mei,
2022), him. 365, https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/47096.




tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat
hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan
dapat aktif berperan dalam pembangunan serta sekaligus memberikan pelindungan
kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas menurut UU
Pemasyarakatan Pasal 1 adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi
Pembimbingan Kemasyarakatan terhadap Klien. Sistem Pemasyarakatan adalah
suatu tatanan mcngenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi
Pemasyarakatan secara terpadu. Penyelenggaraan sistem dan fungsi
Pemasyarakatan dilaksanakan di Bapas.

Salah satu upaya dalam pelaksanaan reintegrasi sosial bagi para warga
binaan pemasyarakatan adalah dengan adanya program asimilasi. Asimilasi adalah
program untuk narapidana yang bertujuan agar napi tersebut dapat berbaur kembali
di tengah-tengah masyarakat setelah bebas. Pelaksanaan Asimilasi diatur dalam
peraturan Menteri Hukum dan HAK Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7
Tahun 2022, Tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tenatang syrata dan tata cara pemberian
remisis,asimilasi,cuti mengunjungi keluarga,pembebasan bersyarat,cuti menjelang
bebas, dan cuti bersyarat.

Asimilasi merupakan proses pembinaan Narapidana dan anak yang
dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan anak dalam kehidupan

masyarakat.



Dan Hak Asasi Manusia RI . Asimilasi penting untuk diteliti karena asimilasi
merupakan wujud dari reformasi dari sistem kepenjaraan menjadi sistem
pemasyarakatan yang lebih baik.Narapidana yang mendapatkan program asimilasi
adalah narapidana yang berkelakuan baik, aktif mengikuti program pembinaan,
telah menunjukkan penurunan tingkat risiko.

Bapas sendiri mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan sebagian dari
tugas pokok Direktoral Jendral Pemasyarakatan dalam menyelenggarakan
pembimbingan klien pemasyarakatan di daerah. Bentuk dari bimbingan yang
diberikan macam-macam, mulai dari pemberian pembinaan tentang agama,
keterampilan, sampai pada pembinaan kepribadian. Bimbingan ini diberikan
dengan tujuan agar klien dapat hidup dengan baik didalam masyarakat sebagai
warga negara serta bertanggungjawab, untuk memberikan motivasi, agar dapat
memperbaiki diri sendiri, dan tidak mengulangi kejahatan (residive).>

Akan tetapi kenyataan yang terjadi di lapangan, para narapidana setelah
keluar dari Lembaga Pemasyarakatan ada yang tidak jera akan tetapi tetap
mengulangi perbuatannya, bahkan dilakukan dengan menggunakan ilmu baru yang
didapat dari lembaga pemasyarakatan tersebut. Hal ini kemungkinan terjadi
lantaran lembaga pemasyarakatan menjadi semacam tempat untuk saling membagi

pengalaman dalam melakukan kejahatan bagi para narapidana. Hal ini didukung

2 Lydhia Oktarina. Efektivitas Pembimbingan Bagi Klien Dewasa Dalam Mencegah
Residivisme Di Balai Pemasyarakatan Kelas I Palembang, The Officium Nobile Journal, Vol. 2 No.1
Tahun 2025, hlm. 60, https://rumah-jurnal.com/index.php/tonji/article/view/388.




dengan adanya kondisi sosial yang tercipta secara turun-menurun dalam lingkungan
lembaga pemasyarakatan.?

Kasus narapidana yang kembali melakukan tindak pidana selama menjalani
program asimilasi terjadi di Kalidoni kota Palembang. Narapidana asimilasi
tersebut melakukan tindak pidana pencurian dengan mengaku anggota kepolisian.*
Selain itu, Unit I Subdit III Jatanras Polda Sumsel menangkap napi yang baru dua
pekan bebas dalam program asimilasi karena pencurian dengan membobol rumah
warga.’

Dalam upaya mewujudkan tujuan hukum bagi masyarakat, maka hukum
mesti diperlakukan sebagai upaya yang sungguh-sungguh ditaati, guna capaian
keteraturan, karenanya peraturan perundang-undangan bertujuan untuk mengatur
tingkah laku manusia, yang ditentukan oleh kekuasaan yang berwenang.’ Pada
dasarnya semua tindak pidana merupakan perbuatan dengan sifat melawan hukum,
namun ada kalanya pada perbuatan tertentu, khususnya yang tertulis secara
langsung dalam undang-undang, unsur “secara melawan hukum” harus diperjelas
untuk membedakan apakah perbuatan pelaku dibolehkan atau tidak oleh hukum.’

Balai pemasyarakatan sendiri tentunya juga bertanggung jawab akan

pemberian program yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Oleh

3 Arip Agus Susanto. 2021. Skripsi: Pelaksanaan Asimilasi Bagi Narapidana Di Lembaga
Pemasyarakatan Lowokwaru Klas I Malang. Malang: Kementrian Pendidikan Nasional Universitas
Brawijaya Fakultas Hukum.

4 Lintas iNews MNCTYV. 2020. Napi Asimilasi Kembali Berurusan dengan Hukum Setelah
Curi Barang di Sumsel, https://www.youtube.com/watch?v=NRZkKKExTXFs.

5 Berli Zulkanedi. 2020. Nekat Mencuri Lagi, Napi Bebas Program Asimilasi Ini Didor
Polisi. https://daerah.sindonews.com/read/13893/174/nekat-mencuri-lagi-napi-bebas-program-
asimilasi-ini-didor-polisi-1588320336.

¢ Syaiful Bakhri, 2020 Hukum Sanksi di Berbagai Praktek Peradilan, UM Jakarta Press,
Tangerang Selatan, hlm. 1.

7 Imron Rosyadi. 2022. Hukum Pidana. Surabaya: Revka Prima Media. Him. 57
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sebab itu, penulis ingin melakukan penelitian skripsi yang berjudul “Tanggung
Jawab Hukum Petugas Balai Pemasyarakatan Kota Palembang Terhadap
Narapidana Yang Kembali Melakukan Tindak Pidana Selama Menjalani

Program Asimilasi”

B. Rumusan Masalah
Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah tanggung jawab hukum petugas Balai Pemasyarakatan
terhadap narapidana yang kembali melakukan tindak pidana selama
menjalani program Asimilasi?

2. Bagaimanakah bentuk pengawasan yang dapat dilakukan oleh Badan
Pemasyarakatan kota Palembang selama Narapidana menjalani program

Asimilasi?

C. Ruang Lingkup

Untuk mendapatkan pembahasan yang sistematik, sehingga konsisten dalam
mempertimbangkan permasalahan yang akan dibahas, maka menjadi fokus utama
dalam pembahasan penelitian ini terletak pada tanggung jawab hukum petugas balai
pemasyarakatan Kota Palembang terhadap narapidana yang kembali melakukan

tindak pidana selama menjalani program asimilasi.

D. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian adalah untuk menggambarkan suatu peristiwa,

memprediksi suatu kejadian, memperbaiki kondisi yang ada untuk mencapai



perbaikan lebih baik dan menceritakan peristiwa dengan menganalisis hubungan
sebab akibat yang terjadi. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab hukum petugas Balai
Pemasyarakatan terhadap narapidana yang kembali melakukan tindak
pidana selama menjalani program Asimilasi.

2. Untuk memahami dan meneliti bentuk pengawasan yang dapat dilakukan
oleh Badan Pemasyarakatan kota Palembang selama Narapidana menjalani

program Asimilasi.

E. Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian adalah identifikasi masalah yang terjadi, untuk
memberikan manfaat kepada masyarakat, dan sebagai pengalaman diri sendiri.
Penelitian ini menginginkan agar dapat menyajikan manfaat sebagai berikut:
1. Manfaat teoritis
Secara teoritis manfaat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan
kontribusi pada bidang Pendidikan atau akademik dengan menyajikan
pemahaman mengenai tanggung jawab hukum petugas balai pemasyarakatan
terhadap narapidana yang kembali melakukan tindak pidana selama
menjalani program asimilasi.
2. Manfaat praktis
Dalam praktiknya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan

kejelasan mengenai aturan hukum yang berlaku terkait tanggung jawab



hukum petugas balai pemasyarakatan terhadap narapidana yang kembali

melakukan tindak pidana selama menjalani program asimilasi.

F. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian merupakan suatu hubungan atau keterkaitan
antara konsep satu dengan konsep yang lainya dari suatu masalah yang akan
diteliti.®> Dalam penelitian hukum normatif maupun empiris dilakukan membuat
kerangka konsepsional, bersamaan dengan dirumuskannya definisi yang menjadi
pemahaman operasional di dalam proses pengumpulan, pengolahan, analisis dan
konstruksi data yang disusun oleh penelitian dan dibuat untuk dilihatkan kepada
masyarakat luas serta materi pada skripsi ini dapat berguna bagi siapa pun. Dengan
demikian, kerangka konseptual dijabarkan secara singkat berdasarkan topik
penelitian berikut:

1. Tanggung jawab adalah keadaan di mana wajib menanggung segala sesuatu
sehingga kewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala
sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya.’

2. Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan
larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena

itu harus ditaati oleh masyarakat. '

8 Siti Badriyah, 2025, Kerangka Konseptual: Pengertian, Tujuan, dan Cara Membuat,
Gramedia, Jakarta, him. 2.

? Sugono, Dendi. 2012. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Departemen Pendidikan
Nasional.

YAbdullah Sulaiman. 2019. Pengantar Illmu Hukum. Jakarta: UIN Jakarta bersama
Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, hlm. 14.


https://www.gramedia.com/literasi/author/siti-badriyah/

3. Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah lembaga atau
tempat yang menjalankan fungsi Pembimbingan Kemasyarakatan terhadap
Klien.!!

4. Kota Palembang adalah ibu kota Provinsi Sumatera Selatan. !

5. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di
lembaga pemasyarakatan. '3

6. Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu,
yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan pidana.'*

7. Asimilasi adalah program reintegrasi Narapidana yang dilaksanakan dengan
membaurkan Narapidana dalam kehidupan masyarakat.'®

8. Program Asimilasi adalah pelaksanaan dari proses pembinaan dimana
Sebagian masa pidana dijalani di luar LAPAS untuk persiapan Kembali ke

tengah masyarakat.!'®

G. Review Studi Terdahulu Yang Relevan
Review studi terdahulu yang relevan dalam skripsi hukum adalah kumpulan

penelitian yang dilakukan sebelumnya dan berkaitan dengan penelitian yang sedang

' Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan
Pasal 1.

12 PMK3I. 2025. Kota Palembang. Jakarta: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif,
Him. 2.

13 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun
2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3
Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi
Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat, Pasal 1.

14 Lukman Hakim. 2019. Asas-Asas Hukum Pidana. Yogyakarta: Deepublish, hlm. 47

15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan,
Pasal 10.



dilakukan, sehingga dapat dijadikan perbandingan. Review studi terdahulu yang

relevan dapat membantu peneliti untuk menghindari pengulangan penelitian,

kesalaham yang sama, dan duplikasi. Hasil penelitian sebelumnya dapat dijadikan

acuan dalam penelitian ini. Maka dari itu tabel di bawah ini disajikan hasil

penelitian dari hasil terdahulu:

Tabel 1.1

Review Studi Terdahulu Yang Relevan

Nama & Judul

No o Permasalahan Kesimpulan
Penelitian

1 | Nadia Indra Hidayati | 1. Pertanggungjawaban Hasil penelitian

Fakultas Hukum Sipir Terhadap menjelaskan
Universitas Syiah Narapidana Yang pertanggungjawaban sipir
Kuala Melarikan Diri Dari terhadap narapidana yang
JIM Bidang Hukum Lembaga melarikan  dirt  dari
Pidana : Vol. 5, No. 4 Pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan
November 2021 Wilayah Rutan yaitu terdapat 2 (dua)
“Pertanggungjawaban Kelas II B Kota sanksi  yaitu  sanksi
Sipir Terhadap Sabang? administratif Tentang
Narapidana Yang | 2. Hambatan apa Disiplin PNS dan pasal
Melarikan Diri Dari sajakah yang 426 KUHP. Kemudian
Lembaga dialami petugas hambatan yang dialami
Pemasyarakatan dalam menjalankan petugas dalam
(Suatu Penelitian Di tugas di Lembaga menjalankan ~ tugasnya
Wilayah Rutan Kelas Pemasyarakatan di yaitu dengan minimnya
II B Kota Sabang)”'® Wilayah Rutan jumlah petugas
Kelas II B Kota pengamanan di Rutan
Sabang? sabang tidak sebanding

dengan jumlah tahanan
dan narapidana, adapun

Upaya petugas Lapas
dalam  penanggulangan
terjadinya narapidana

yang melarikan diri dari
lembaga pemasyarakatan
yaitu dengan

16 Nadia Indra Hidayati. Pertanggungjawaban Sipir Terhadap Narapidana Yang Melarikan

Diri Dari Lembaga Pemasyarakatan (Suatu Penelitian Di Wilayah Rutan Kelas II B Kota Sabang).
JIM Bidang Hukum Pidana: Vol. 5, No. 4 November 2021, hlm. 625,
https://jim.usk.ac.id/pidana/article/view/19661
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Nama & Judul

No oo Permasalahan Kesimpulan
Penelitian
Penambahan jumlah
petugas pengamanan
(RUTAN) Kelas II B
Sabang.

2 | Yasmiadi 1. Bagaimana 2. Ketika petugas tersebut
Sekolah Tinggi Ilmu Tanggung Jawab lalai dalam menjalankan
Hukum Sumpah Pidana Petugas tugas, seperti  tidak
Pemuda Pemasyarakatan melakukan pengawasan
Lex Stricta : Jurnal Yang Lalai Dalam dengan baik, membiarkan
[lmu Hukum (2024) Melaksanakan pelanggaran hukum
“Tanggung Jawab Tugas di Lembaga terjadi, atau tidak
Pidana Petugas Pemasyarakatan? memastikan keselamatan
Pemasyarakatan 2. Bagaimana peran dan keamanan di LP,
Yang Lalai Dalam Petugas maka  mereka  dapat
Melaksanakan Tugas Pemasyarakatan dikenakan sanksi pidana
Di Lembaga Yang Lalai Dalam 3. Pentingnya peran petugas
Pemsyarakatan”!’ Melaksanakan pemasyarakatan  dalam

Tugas di Lembaga menjalankan tugas dan

Pemasyarakatan? tanggung jawab mereka
di Lembaga
Pemasyarakatan. Petugas
pemasyarakatan memiliki
kewajiban untuk menjaga
agar LP berfungsi dengan
baik, serta memelihara
ketertiban dan keamanan
di dalamnya. Jika
kelalaian ini berdampak
pada pelanggaran hukum
atau mengancam
keselamatan narapidana
maupun masyarakat,
maka petugas tersebut
bisa dimintai
pertanggungjawaban
pidana.

3 | Devi Safira 1. Bagaimanakah Dari hasil penelitian
Fakultas Hukum pelaksanaan diketahui bahwa program
Universitas Andalas pemberian hak | asimilasi narapidana
Skripsi (2025) asimilasi bagi warga | narkotika berbeda dengan

7 Yasmiadi. Tanggung Jawab Pidana Petugas Pemasyarakatan Yang Lalai Dalam
Melaksanakan Tugas Di Lembaga Pemsyarakatan. Lex Stricta : Jurnal Ilmu Hukum (2024), hlm.
63, https://ojs.stihpada.ac.id/index.php/lexstricta/article/view/1291
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No

Nama & Judul
Penelitian

Permasalahan

Kesimpulan

“Pelaksanaan
Pemberian Hak
Asimilasi Bagi
Warga Binaan
Terkait Tindak
Pidana Narkotika Di
Lembaga
Pemasyarakatan
Kelas IT A

Bukittinggi”!®

binaan narkotika di

Lembaga
Pemasyarakatan
kelas A
Bukittinggi?

Apa saja kendala
yang dihadapi oleh
Lembaga
Pemasyarakatan
Kelas A
Bukittinggi  dalam
pelaksanaan
pemberian hak

asimilasi bagi warga
binaan narkotika?
Apa upaya yang
dilakukan oleh
Lembaga
Pemasyarakatan
Kelas ITA
Bukittinggi dalam
mengatasi kendala-
kendala dalam
pelaksanaan
pemberian hak
asimilasi bagi warga
binaan narkotika?

asimilasi narapidana tindak
pidana lain. Asimilasi yang
diberikan kepada narapidana
narkotika hanya asimilasi ke
dalam Lembaga
Pemasyarakatan. Lembaga
Pemasyarakatan Kelas IIA
Bukittinggi memberikan
asimilasi mandiri kepada
narapidana narkotika berupa
tamping (tahanan
pendamping) kerja, seperti
tamping  registrasi  atau
pelayanan, tamping
kesehatan, tamping
pembuatan  sandal hotel,
tamping dapur, dan tamping
pertanian. Kendala yang
dihadapi dalam pelaksanaan
pemberian asimilasi
narapidana narkotika yaitu
overkapasitas Lapas,
kurangnya sarana dan
prasarana yang memadai,
proses perizinan yang
panjang, kurangnya
partisipasi masyarakat yang
aktif, tidak adanya pihak
penjamin, sifat dan perilaku
narapidana.

4 | Arip Agus Susanto Bagaimanakah Pada tahap asimilasi ini,
Fakultas Hukum pelaksanaan wujud dari program
Universitas asimilasi di | pembinaan lembaga
Brawijaya Lembaga Pemasyarakatan Lowokwaru
Skripsi (2021) Pemasyarakatan Klas I Malang antara lain :
“Pelaksanaan Lowokwaru Klas I | mengikuti ibadah di luar
Asimilasi Bagi Malang? Lapas, Kerja di sekitar
Narapidana Di Apa dampak | Lembaga Pemasyarakatan,
Lembaga pemberian asimilasi | Kegiatan sosial atau kerja
Pemasyarakatan bagi narapidana | bakti di masyarakat, Kerja

yang mendapat | pada Open Camp milik

Hukum Universitas Andalas, hlm. 58.

18 Devi Safira. 2025. Skripsi: Pelaksanaan Pemberian Hak Asimilasi Bagi Warga Binaan
Terkait Tindak Pidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bukittinggi. Fakultas
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Nama & Judul

Lowokwaru Klas 1
Malang?

No oo Permasalahan Kesimpulan
Penelitian
Lowokwaru Klas I asimilasi di | Lembaga Permasyarakatan di
Malang”" Lembaga Ngajum, dan Kerja pada
Pemasyarakatan Perusahaan atau pihak ketiga.

Adabeberapa kendala yang di
alami pada program asimilasi
ini antara lain adanya
hambatan dari dalam diri
narapidana sendiri, kualitas
program, dana, pandangan
(stigmatisasi) masyarakat
terhadap program asimilasi.

Perbedaan pada penelitian yang pertama yaitu Nadia Indra Hidayati dengan
penulis yaitu terletak pada pertanggungjawaban sipir terhadap narapidana yang
melarikan diri, sedangkan penulis adalah tanggung jawab hukum petugas balai
pemasyarakatan terhadap narapidana yang kembali melakukan tindak pidana
selama menjalani program asimilasi. Perbedaan penelitian kedua yaitu Yasmiadi
dengan penulis yaitu terletak pada lokasi yaitu tanggung jawab pidana petugas
pemasyarakatan yang lalai dalam melaksanakan tugas di lembaga pemsyarakatan,
sedangkan penulis tanggung jawab hukum petugas balai pemasyarakatan terhadap
narapidana yang kembali melakukan tindak pidana selama menjalani program
asimilasi. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian Devi Safira terlatak
pidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas ITA Bukittinggi, sedangkan
penulis meneliti tentang tanggung jawab hukum petugas balai pemasyarakatan Kota

Palembang terhadap narapidana yang kembali melakukan tindak pidana selama

19 Arip Agus Susanto. 2021. Skripsi: Pelaksanaan Asimilasi Bagi Narapidana Di Lembaga
Pemasyarakatan Lowokwaru Klas I Malang. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, him.71.



13

menjalani program asimilasi. Persamaannya terletak pada program asimilasi.
Perbedaan pada penelitian yang ketiga yaitu Arip Agus Susanto dengan penulis
yaitu terletak pada pelaksanaan asimilasi bagi narapidana di Lembaga
Pemasyarakatan, sedangkan penulis meneliti tentang tanggung jawab petugas pada

narapidana program asimilasi.

H. Metode Penelitian
1. Jenis penelitian

Penelitian ini disusun dengan menggunakan jenis penelitian empiris.
Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang
menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian
hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai priaku nyata
(actual behavior), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang
dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat.?

Penelitian empiris dilakukan penulis dengan cara melakukan
penelitian langsung di lokasi penelitian dengan cara melakukan wawancara
dan pengamatan (observasi) yang bersifat deskriptif atau menggambarkan.

2. Jenis dan sumber data

Jenis data yang dipakai dalam penulisan penelitian ini ialah jenis

data primer dan sekunder. Data primer didapatkan dari hasil wawancara

kepada pihak yang ada di Balai Pemasyarakatan Kota Palembang,

20 Muhaimin. 2020. Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press, hlm.
80.
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sedangkan data primer meliputi kepustakaan, yang terdiri dari buku, hasil

penelitian, peraturan perundang-undangan, jurnal, artikel.

Data yang terdiri dari komponen hukum menjadi data utama yang

didapat dari pustaka, antara lain :

a.

Bahan hukum primer
Bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang meliputi peraturan
perundang-undangan, diantaranya, kitab undang-undang hukum pidana.

Bahan hukum sekunder

Bahan hukum yang menjelasan tentang bahan hukum primer, yang

terdiri dari hasil penelitian, rancangan Undang-Undang dan seterusnya.

¢. Bahan hukum tersier

Bahan yang menjelasan tentang petunjuk kepada bahan hukum primer
dan bahan hukum sekunder sesuai dengan penjelasan perundang-
undangan, kumpulan artikel singkat yang komprehensif tentang topik

hukum (Ensiklopedi Hukum), dan indeks majalah hukum.

3. Teknik pengumpulan data

a.

Studi Pustaka

Studi kepustakaan (Library Research) adalah metode penelitian yaitu
mengkaji serta menyusuri sumber-sumber kepustakaan, antara lain hasil
penelitian dan meneliti bahan tertulis yang berkaitan pada permasalahan
yang dibahas, literatur, surat kabar, buku-buku ilmiah, perundang-

undangan, dan dokumen yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.
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b. Studi lapangan
Studi lapangan (Field Research) yaitu metode penelitian yang
melibatkan pelaksanaan dan pengumpulan data yang meliputi observasi,
wawancara dan interaksi dengan berpartisipasi di dalam lingkungan,
seperti tempat kerja, masyarakat dan tempat di mana terjadinya
peristiwa yang terjadi dalam penulisan skripsi ini.
4. Teknik analisis data
Data yang didapat dari berbagai sumber yang disatukan dan
dikelompokan dan dianalisis secara kualitatif, yang menjelaskan data dalam
bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, efektif dan tidak tumpang tindih,
sehingga dapat memudahkan interprestasi data dan pemahaman hasil
analisisnya. Kemudian dari hasil penelitian hukum tersebut di analisi menjadi

kesimpulan.

Sistematika Penulisan
Skripsi ini meliputi empat bab dengan metode penelitian sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
Bab ini menjelaskan tentang pendahuluan yang meliputi latar
belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat
penelitian, kerangka konseptual, review studi terdahulu secara

relevan, metode penelitian dan sistematika penulisan.
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BABII TINJAUAN PUSTAKA
Bab ini menjelaskan tentang tinjauan pustaka yang terdiiri dari
landasan teori dan berkaitan pada obyek penelitian: tanggung jawab
hukum, balai pemasyarakatan, narapidana, dan program asimilasi.

BABIII PEMBAHASAN
Bab ini membahasan tentang tanggung jawab hukum petugas Balai
Pemasyarakatan terhadap narapidana yang kembali melakukan
tindak pidana selama menjalani program Asimilasi dan bentuk
pengawasan yang dapat dilakukan oleh Badan Pemasyarakatan kota
Palembang selama Narapidana menjalani program Asimilasi.

BAB IV PENUTUP
Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN
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